BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DUPATI BUTON
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISAE!, TUGAS DAN FUNGS]I SERTA TATA KERJA

Menimbang

Mengngat

1.

DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentusn Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buten Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh Kabupaten
Butcn, perlu menstapkan Peraturan Buparl tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton;

Pasal 18 Aya: (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di  Sulawesi
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997  tentang
ketransmigrasian [Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indunesia Nomor 3682), scbhagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
ketranamigrasian  (lLembaran Negara Recpublik Indonesia
Tahun 2009  Nomor |31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5050

Lindang-l1Indang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republiz Indonesia
Nomor 4438.);

4. Undzngundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725 )

5. Undang Urdang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembeniukan Peramuran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparzstur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494 )

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerch (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tzshun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa
kali diubak terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 ‘lahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nuomor 58, Tambalhian
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5679,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah (Lemnbaran Negarg Republik Indooesia
Tahun 2016 Nomor [ 14);

4. Peraturan Presiden Nomor ¥ Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nuwmwor 6),

10.Peraturen Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
lentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Bulon Scbagui Daciah Otonom
(Lernbaran Dacrah Kabupaten Buton Tabun 2016 Nomor
112);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tenlang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Buton (Lembaran Dacrah Kabupaten Buton Tahuan
2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN RUIPATI TENTANG  KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

PPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

0=

G e BA

o

10

11

12

13

14

16.

17.

18.

Dacrah adalah Kabupaten Buton.

Pemeriniah Doerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulon
Bupati adalah Bupali Bulon.

Wakil Bupati adalah Wzakil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjumnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn
Buton.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;

. Dinas transmigrasi adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten

Buton.
Kepala Dinas Transmigrasi adalah Kepala Dinas Transmugrasi

Kabupaten Buton.

. Sekretariat adalsh Sekretariat Dinas Transmigrasi Kabupaten

Buton.

. Sekretaris Dinas vang sclanjutnva disebut Sekretaris adalah

Sekretaris Dinas Transmigrasi Kabupaten Butan.

. Bidang adaleh Didang pada Dinas Transmigrasi Kebupaten
Hutaon.

. Kepzala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi
Kabupater Buton.

. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi
Kabupaten Buton.

. Kepala Sub Bagian adalah Kepela Sub Bagian pada Dinas

Transmigrasi Kabupaten Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Transmigrasi

Kabupaten Buton.

Unit Pclakssana Tcknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD

adalah unsur pelaksana teknis Dinas Transmigrasi Kabupaten

Buion yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.



BAB II
KEDUDUSKAN

Paggl 2

(1) Dinas  Trausmigrasi  adalah unsur  pelaksana urusan
pemcrintahan dibidang transmigrasi yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Minas  Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawad kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Dinas Transimigrasi adalah Dinas Dacrah Tipe B.
(2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir
atas :
Kepala Dinas;
Sekretarnia:;
Bidang Penyiapan kawasan dan pencadangan areal
Bidang Penyiapan Permukiman dan Pencmpatan
Transmigrasi
e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
t. Sub Bagian/seksi;
g. UPTD; dan
h, Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Seckretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b
terdiri atas -
z. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan
Program.
(4) Bidang Penyiapan Kawasan dan Fencadangan  Areal
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf ¢ terdiri atas :
a. Seksi penyiapan kawasan
b. Seksi pencadangan arcal
(5) Bidang Penyiapen Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :

an o

2. Seksi Penyianan Permulkiman
h. Seksi Penempatan Transmigrasi

{6) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimmana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
a. Seksi Ekonomi dan Scsial Budaya;
b. Seksi Sarana Prasarana;

(7) Struktur Organisasi Dinas Transmigras. tercanium dalam
lampiran Peraturan Bupaii ini.



Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b,
dipimnpin  oleh  scorang  Sckietaris  yang  berada  dibawah  dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud calam pasal 3 ayat (2] huruf ¢, huruf d,
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalut Sekretarts.

(3) Subbagian sebagaimana cdimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipmmpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud da.am pasal 3 ayat (4), Ayat (5], dan Ayat
(6) dipumpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawab dan
bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing,

BAB TV
TJGAS DAN FUNGEI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal &

1) Dinas Transmigrasi mempunyai ftugas membantu Bupati
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembatuan yang diberikan oleh Kepala Daerah
dibidang transmigrasi.

'2) Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan lugas schagaimana
dimaksud pada Ayat {1) menyclenggarakan fungs: :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan linglkup tugasnya;

b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain vang diberiken oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagan Kedua
Kepala Dinas

Pagal &

(1) Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dibidang Transmigrasi meliputi perencanaar kawasan
transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan
kawasan transmigrasi serta melaksanakan tugas pecmbantuan yang
diberikan kepada daecrah dibidang Transmigrasi.



(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) menyelenggarakar fungsi :

a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan
pengembangan kawassn transmigras;

b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan
yang dberizan kepada daerah;

¢. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
dan pengcmbangan  kawasan  tansmigrasi serta tugas
pembantuan yang dberikan kepada dacrah

. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dn Kelompok Jabatan

Fungsional;

Pelaksanaen administrast Dinas transmigrasi;dan

f. Pelaksanazn [fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fangsinya.

22

Bagan Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sehagian tngas Dinas
dalam pelavanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua
satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan
rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan
urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan
laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas.

(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Ayal (1) menyelenggarakan lungsi .

a. Pclaksanan urusan administrasi kepegowaian, ketatalalksanaan
dan hokum, serta pendidikan dan pelatihan;

h. Pelaksanaan urusan keuangan, perberdaharaan dan penyusunan
anggaran;

c. Pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah
tangga, humas dan protokol;

d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program,

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas pokok dan {ungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis;

2. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsp,
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan;

3. Merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum daerah



(<)

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan Program
mempunyal tugas .

1. Melaksanakan  pengelolaan administrasi keuangan dan
perbendaharaan;

2. Mengelola perlengkapan serta sarana dan prasarana;

. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, menyitsun

rencana dan program Dinas;

4. Melakukan penyusunan anggaran dan melaksanakan evaluasi serta

penyusunan laporan

[

Bagian Keempat
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal

Pasal 10

Kepala Ridang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal mempunyai
tugas Menviapkan Peta Kawasan Transmigrasi serta potensi calon
lokasi transmigrasi, dan Menyiapkan Pencadangan lahan/lokasi
melalui Identifikasi calon lokasi, Pengukurar Rencana Tekhnis Satuan
Pemukiman Transmigresi [RSTP) serta Peta Rencana Satuan Kawasan
Pemukiman {RSKP) pada deliniast Kawasan Transmigrasi.

Kepala Bidang Penviapan Kawasan dan Pencadangan Areal dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
menyelenggarakan fungsi |

a. Pcnvapan peta Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) serta peta
Potensi Calon Lokasi Transmigrasi.

b. Penyiapan Peta Pencadangan Areal/Lahan serta melakukan
Pengukuran Caleon Lokasi.

c. Pelaksanazn Penyediaan legalitas hak atas tanah calon lokasi
transmigrasi;

d. Pengusulan Rekomendasi Sural Keputusan Bupati tontang
Pencadangan Arcal calon lokasi Transmigrasi.

e. Pengzoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan
tugas dan fungsi Kepala-Kepala seksi di Bidang Penyiapan
Kawsasan dan Pencadangan Areal,;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tasal 11

Kepala Seksi Penyiapan Kawasan mempunyai tugas Menyusun peta
Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Peta Potensi Kawasan
Pemulaman ;



Pagal 12

Kepala Sekst Pencadangan Areal mempunyai tugas Melakukan
Identifikasi Calon lokasi transmigrasi, mengusulkan Rekomendesi 3K
Bupati tentang Pencadangan Arcal, Pembustan 'cta Rencana Tckhnis
SBatuan Pemukiman [RTSP) dan Peta Rencana Batuan Kawasan
Permulaman [RSKP);

Bagian Kelimma

Bidang Penyiapan Permukiman dan
Penempatan Transmigrasi

Fasal 13

(1) Kepala Bidang Penyiapan  Permukiman dan . Penempatan
Transmigrasi mempunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas Dinas
yvang meliputi  Pelaksanaan  Pembangunan Lokasi Pemukiman
Transmigrasi serta Pembangiinan Fasilitas Umom, sarana Prasarana
Fasilitas Umum dan Penempatan Transmigrasi serta melakukan
penataan persebaran penducuk yang berasal dari dalam daerah;

(2) Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan
transmigrasi dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. claksanaan Pembanguran Permulamon serta sarana dan
prasarana lingkungan permukiman dan bangunan Fasilitas
Lmum (F1);

b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penempatan transmigrasi
Penduduk Setempat (TPS);

c. Penerimaan dan penempatan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA)
dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)

d. Pengkoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan
tugas dan fungsi Kepala-Kepala Seksi di Bidang Penyiapan
Permukiman dan Penempatan Transigrasi,

¢. Pelaksanaan tugas lam yang diberikan olch Kepala Dinas sesua
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Scksi Penyiapan Permukiman mempunyai tugas Melaksanakan
dan mengawasi Pembangunan Permukiman dan Sarana Prasarana
Fasilitas Umumg

Pasal 15

Kcpala Scksi Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas Sosialisasi
Calon Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Menempatkan
Transmigrasi TPS dan TPA Transmigrasi Penduduk Asazl.



Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Xawasan Transmigrasi

Pasal 16

{1) Kepala Bidang Penpgembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai

(2)

Lugas Melakukan Pernbinaan Transmigrasi dari T+1 s/d T+5. melipuli
pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya serta mengusulkan
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana pada lokasi Bina
dan lokasi/desa yang berada dalam kawasan Transmigrasi;

Kepala Bidang Pengembangan Kawssan Transmigrasi dalam
melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud pada  Ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan Pembinaan Ekonomi meliputi Kelompok tani, rega
pemberantas hama, dan kerja sama swasta;

b. Pembinaan Sosial budaya meliputi Keagamaan, Mental sepiritual,
Kesehatan, Pendidikan scrta kelembagaan Desa;

c¢. Pengusulan Pembangunan dan Kehabilitasi Infrastruktur dalam
kawasan transmigrasi;

d. Pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik (HM) transmigrasi,

e. Pengkoordinasian, nengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan
tugas dan fungsi Kepala Kepala Selksi di Bidang Pengembangan
Kawasan Transmigrasi;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Kepala Scksi Ekonemi den Sosial Budaya mempunyai tugas :

o]

Merngumpulkan dan menyiapkean bahan petunjuk teknis;

Melakukan pembinaan Ekonomi meliputi pembinaan kelcmpok tani,
regu pengendali hama dan penyediaan paket-paket pertanian;
Memasarkan hasil serta kerjasama swasta dan Sosial Budaya,
Keagamaan, Pendidikan . Keschatan;

Melaksanakan Mendistribuan Jaminan hidup;

Melakukan Pembinaan mental spiritual, Lembaga-lembaga  sosial
lainnya;

Melaksanakan kerja sama swasta,



Faszl 18

Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :

1. Menyiapkan usulan pembangunan sarana prasarana (Infrastruktur) dan
pengurusan sertifikat Hak Milik Transinigrasi Binaan,

2. Mengusulkan Rehahilitasi sarana prasarana baik pembangunan
maupun infrastruktur di lokasi bina maupun lokasi/desa yang berada

dalam Kawasan Transmigrasi;

BAB WV
TATA KERJA
Pasal 19

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi harms menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Transmigrasi sendiri maupun
dalam hubungan antar Dinas Transmigrasi dengan Perangkat Daerah dan

Jatau lembaga Lain yang terkat.

Pasgzl 20

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab mermimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan scria
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesual dengan uralan tugas yang
telah ditetapkan.

(2) Penverahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilluti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungawah serta
dilapurkan secara berkala sesuai dengan kctentuan Deraturan

Perundang-Undangan

Pasal 21
Dalam melaksanskan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus
melakukan pemhinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di

bawahnya.

Pasal 22
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di
lingkungan Dinas Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan
tertentu kepada pejabat di hawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

BAB VI
HELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesalu

Eselon

Pasal 23
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
Sckrectaris Dinas mcrupakan jabatan strukural eselon IIla atau jabatan
administrator.
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IITb arau jabatan
administrator.
Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon [Va atau jabatan pengawas.

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural esclon [VE atau jabatan
FEﬂgH“'aS,

Bagian Kedua

Pengangleatan dan Pemberhentian

Pasal 24
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh Bupaii.

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

pada avat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

BAE VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 25
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fngsi di
lingkungan Dinas Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Transmigrasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan

pembiayaan scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan scrta susunan kepogawailan diatur scsuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yvang berlaku

Pasal 27
(1) Di Lingkungan Dinas Transmigrasi dapat dibentuk UPTD sesuai dengan
kebutuhan dan besarmva beban kerja berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlakuy.
(2] Pcmbentukan dan susunan organisasi UPTD scbagaimana dimaksud

pada avat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

DM lingkungan Dinas Transmigrasi dapat dibentuk kelompok jabatan
fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraluran Perundang-undangan

yang berlalay,

BAR IX
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 24

Pelaksanaan Tugas Pckok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017

Pasal 30

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambal 6 {enam) bulan scjak diundangkannya Peraturan Bupati

ni.
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PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupal Buton
Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buton.

Ditetapkan d1 Pasarwajo

pada tanggal 13 Oktober 2016
PARAF

Cet l //}?JP&TI BUTON,
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PENUTUP
Pasal 31
Pada saal Peraturan Bupad ini mulai berla<u, Peraturan Bupat Buton
Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Sosial.. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Uktober 2016

PARAF
Des 2 BUPAT! BUTON,
Kblc. 0%l &b Cokprtrens Cap/TTD
hoog . som &4 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan||j[di Pasarwajo
pada tanggal meoneR 2016

Pl.. SEKRETARIS DAERALI KABUPATEN,

KAS\IM,
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 120




